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QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 

 

NOMOR 17 TAHUN 2011 
 
 

TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH BESAR, 
 

Menimbang  :   a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Jasa 
Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
untuk kepentingan umum; 

b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

c.  bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan 
teratur, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan 
Pasar; 

d. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Keuangan 
Republik Indonesia  Nomor S-331/MK.7/2011 tanggal 28 Maret 
2011 perihal Penyampaian Qanun Kabupaten Aceh Besar 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana 
terlampir Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu membentuk 
Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun 
Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar; 

Mengingat  :      1.  Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara   
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran 
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun  2006  tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh 
Besar (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar 
Nomor 02); 

18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun  2010 tentang 
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun  
2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan 
Lembaga Teknis  Daerah Kabupaten Aceh Besar  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR 

dan  

BUPATI ACEH BESAR        

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG  PERUBAHAN 

ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 

2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 
2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06) 
diubah sebagai berikut:  
 

 

1. Ketentuan Pasal  13 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut :   
 
 

Pasal 13 

(1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan 

Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 
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(2) Bentuk, isi dan  tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh 

Peraturan Bupati.  

 

2. Pasal  14 ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 14  berbunyi sebagai 
berikut :   

 
 

 
 

Pasal 14 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal  15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :   
 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% 

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan surat teguran; 

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

4. Ketentuan Pasal  21 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), 
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :   

 
 

Pasal 21 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 

Retribusi; 
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut; 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Kabupaten Aceh Besar; 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 21A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21A 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan  sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati; 

 

6. Ketentuan Pasal  23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :   
 

Pasal 23 

(1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar; 
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Pasal II 
 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar. 
 

 Disahkan di Kota Jantho 
 pada tanggal 31 Desember 2011 M                
             6 Shafar         1433 H 
 
 
                                                                                   BUPATI ACEH BESAR, 
 
                                                                                                 dto 
 
                                                                                        BUKHARI DAUD 
Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal  8 Februari          2012 M  
                       15 Rabiul Awal 1433 H 
 
 SEKRETARIS DAERAH 
     KABUPATEN ACEH BESAR, 
 
 dto 
 
  ZULKIFLI AHMAD 
  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2012 NOMOR 14 
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PENJELASAN 

ATAS 

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 

 

NOMOR 17 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 
 

I. UMUM 
 

 Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Jasa Umum yang 

pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum 

sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa 

untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan teratur, maka perlu 

dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

      Angka 1 

            Pasal 13 

        Ayat (1) 

Cukup Jelas 

                             Ayat (2) 

Cukup Jelas 

        Angka 2 

              Pasal 14 

           Ayat (1) 

   Cukup Jelas 

                               Ayat (2) 

   Cukup Jelas 

          Ayat (3) 

   Cukup Jelas 

          Ayat (4) 

   Cukup Jelas 

          Ayat (5) 

     Cukup Jelas 
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                    Angka 3 

               Pasal 15 

                    Ayat (1) 

                Cukup Jelas 

                    Ayat (2) 

                         Cukup Jelas 

                    Ayat (3) 

                         Cukup Jelas 

           Angka 4 

                Pasal 21 

           Ayat (1) 

                Cukup Jelas 

                    Ayat (2) 

                         Cukup Jelas 

                    Ayat (3) 

                         Cukup Jelas 

                    Ayat (4) 

                         Cukup Jelas 

                    Ayat (5) 

                         Cukup Jelas 

          Angka 5 

                Pasal 21A 

                     Ayat (1) 

               Cukup Jelas 

                     Ayat (2) 

               Cukup Jelas 

                     Ayat (3) 

               Cukup Jelas 

            Angka 6 

                  Pasal 23 

            Ayat (1) 

                          Cukup Jelas 

Pasal II 

     Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR 

NOMOR 14  


